PENJUALAN WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF DALAM
PANDANGAN STAKEHOLDER ANALISIS UNDANG-UNDANGAN NOMOR
41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)
SKRIPSI
OLEH:

IRWAN AGUSTIAN MUSTOFA
NIM 220201110070

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025



PENJUALAN WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF DALAM PANDANGAN
STAKEHOLDER ANALISIS UNDANG-UNDANGAN NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

(Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)

SKRIPSI
OLEH:

IRWAN AGUSTIAN MUSTOFA
NIM 220201110070

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis

menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENJUALAN WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF DALAM
PANDANGAN STAKEHOLDER ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan
karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan
penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun
keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana

dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2025
Penulis,

VHVDFI'X5277|I777
irwan Agustian Mustofa
NIM: 220201110070




HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengorcksi skripsi saudara Irwan Agustian Mustofa, NIM:
220201110070, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENJUALAN WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF DALAM
PANDANGAN STAKEHOLDER ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui, Malang, 10 Desember 2025
Ketua Program Studi Dosen Pembimbing
Hukum Keluarga Islam

NIP: 197511082009012003

10162023211020




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH
J1. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) $59399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: atau Website Program Studi:
BUKTI KONSULTASI
Nama : Irwan Agustian Mustofa
NIM 1220201110070
Program Studi : Hukum Kcluarga Islam
Pembimbing : Abdul Aziz. M.HI
Judul Skripsi : Penjualan Wakaf Tanpa Akta Tkrar Wakaf Dalam Pandangan Stakeholder
Analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus
di Kampung Jawa Klungkung, Bali)
No Tanggal Materi Konsultasi ! Paraf
1 15 April 2025 Perbaikan Judul !
2 1 September 2025 Perbaikan Penulisan & Footnote
3 2 September 2025 Persetujuan Seminar Proposal
4 30 September 2025 Revisi Hasil Seminar Proposal o
5 03 Oktober 2025 |  Konsultasi Pedoman Wawancara
i 6 05 November 2025 Konsultasi Hasil wawancara
[ 7 10 November 2025 Konsultasi Pemaparan Data & Hasil
!
| 8 12 November 2025 Revisi Pemaparan Data & Hasil
: =
9 14 November 2025 Pengecekan Naskah Akhir Skripsi
i 10 | 18 November 2025 Posctujusn Sidang |

Malang, 19 November 2025
Mengetahui,
Kectua Program Studi,

e

NIP. 197511082009012003



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Irwan Agustian Mustofa, NIM: 220201110070,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENJUALAN WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF DALAM
PANDANGAN STAKEHOLDER ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5

Desember 2025

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

2. Abdul Aziz, M.HI
NIP. 198610162023211020

3. Muhammad Nuruddien, Lc. M.H
NIP. 199009192023211028



MOTTO

—n\

* ccos f IR ¥ TN st oo so 7 % AL g 4 (S
5“3&"'&2@1‘50‘;\"’9“&%:;%?/; wcha..\ouq}[\oubi

<

Apabila ada orang yang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga
hal, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak

saleh yang mendo’akan untuknya. (HR. Muslim).!

! Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurahman bin Baz, Majmu ‘Fatawa wa Maqalat Mutanawwi ‘ah
(Riyadh: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1990), 373.

Vi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ’alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi
dengan judul “Penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan stakeholder
analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di
Kampung Jawa Klungkung, Bali)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam
kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan
uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan
mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan
syafaatnya di hari Kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang
telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan
terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. [lfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku Dosen Wali. Terima kasih peneliti haturkan
kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama

menempuh perkuliahan.

Vii



Abdul Aziz, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah
mencurahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi
dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang yang telah memberikan pembelajaran selama masa perkuliahan. Dengan
niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk
mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Kepada informan yang terkait dengan penelitian ini, peneliti mengucapkan
terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya
dalam memberikan data yang peneliti perlukan.

Kedua orang tua tercinta, Bapak Zainul Mustofa dan Ibu Fatmah Mustofa yang
tidak pernah henti dalam memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, motivasi dan
sebagai sponsor utama sehingga peneliti memperoleh kemudahan di setiap
langkah dalam perjalanan hidup peneliti.

Mas M. Bahrul Ulum (Alm) dan Mba Nanda Apriliana Mustofa yang selalu
mengingatkan dan menjadi panutan peneliti dalam setiap proses yang dijalani.
Pencapaian ini juga menjadi bentuk lanjutan perjuangan yang telah dilakukan oleh
almarhum mas Ulum dalam menuntut ilmu dan mencari ridho orangtua dalam
kehidupan di dunia, semoga Allah memberikan tempat terbaik untuknya dan kelak

dikumpulkan bersama lagi di syurga-nya.

viii



10.

1.

12.

Nikyta Tsabita Khansa yang selalu bersedia memberikan semangat dan dukungan
kepada peneliti mulai dari zaman mahasiswa baru semester dua hingga peneliti
berada di titik ini dan berhasil menyelesaikan skripsi ini sesuai target peneliti.
Rais, Kohar, Fikri yang selalu menemani, membantu, mendengarkan keluh kesah,
memberikan semangat dan berjuang bersama dalam melewati masa perkuliahan
hingga tugas akhir ini selesai.

Seluruh teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang
secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan
semangat. Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi kita
tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini penulis berharap ilmu yang

diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia

dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengarapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya

perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 19 November 2025
Penuli_s,

Vol EA
—t i \ MM
Sooes \ S
Irwan Agustian Mustofa
NIM: 220201110070




PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum
Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis
sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis
sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi

yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap
mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman
transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang
berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh
penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana
Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu
transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini
juga tercantum dalam buku Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic

Transliterations) yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.



B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia
i ‘ b t
o b 5 z
@ t ¢ ‘
& th C gh
- j o f
- h 3 q
. kh s k
> d J 1
R dh . m
J r R n
5 z 5 v
e s A h
o sh . ¢

Xi



Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika hamzah (+) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda ().

. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab Nama Nama Latin Nama
i Fathah A A
| Kasrah 1 1
[ Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

P

] Fathah dan ya Al A danl

xii



J"f\ Fathah dan wau

Iu

A dan U

Contoh :

2

vt . -
}QUJ : aim@nukum

Z

st qaumin

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf dan
dan Huruf Nama Tanda Nama
-1 Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
&
Kasrah dan ya T 1 dan garis di atas
s
3 Dhammah dan wau a u dan garis di atas
Contoh :
b tdba

o I yatdma
) ST

2

Se 3}); : furdjahunna
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E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbatah ada dua, yaitu: ta marbdtah yang hidup
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
Sedangkan ta marbatah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbitah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta marbdtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:
JULY % :raudah al-atfal

8-

i & N al-madinah al-fadilah
ey : al-hikmah

F. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( -), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

Z4

8332 1 mawaddah

4

s omu ‘allagah

-

C. «®
=\

. anna

Jika huruf sbertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah ( -), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (1). Contoh:

Xiv



& oAl (bukan “Aliyy atau ‘Aly)

47 1 ‘Arabii (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby )

z

. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
( Jhalif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

J;;j\ :al-maili

sl @ al-nisa’ (bukan an-nisa’)

. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contohnya:
Z}j“;@ i ta’muruna

’;;5\ s al-nau’
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igw : shai’un

é)»lﬁ\ s amliku

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-

Qur’an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi

secara utuh. Contoh:

Fizilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘Ibarat FT ‘Umdm al-Lafz la bi khus}as} al-sabab

. Lafz Al-Jalalah (<)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi

tanpa huruf hamzah. Contoh:
Al Cps tdinullah
Adapun ta marbdtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
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W IR A5 hum fi rah)matillah

. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR). Contoh:
Wa ma Muhammadun illd rasal
Inna awwala baitin wudi ‘a linndsi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-laz i unzila Fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tts
Abii Bakri Ahmad bin al-Husaini
Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal
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ABSTRAK

Irwan Agustian Mustofa, 220201110070, 2025. Penjualan Wakaf Tanpa Akta Ikrar
Wakaf Dalam Pandangan stakeholder Analisis Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung,
Bali). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah,
Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Abdul
Aziz, M.HI

Kata Kunci: Wakaf, Penjualan Wakaf, Akta Ikrar Wakaf, undang-undang No. 41 tahun 2004

Wakaf memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat
Islam di Indonesia. Pengelolaan wakaf yang baik dan didukung oleh nazhir yang
profesional sangat diperlukan agar tujuan wakaf sebagai sarana kemaslahatan umat
dapat tercapai dan terhindar dari pelanggaran serta sengketa. Namun, pada praktiknya,
masih banyak terjadi permasalahan dalam pengelolaan wakaf di masyarakat akibat
kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu persoalan
tersebut ialah penjualan tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf sebagaimana yang terjadi
di Kampung Jawa Klungkung, Bali. Penjualan tersebut dilakukan untuk kepentingan
pembangunan Gedung Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), namun tanpa melalui
prosedur hukum wakaf yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yakni bagaimana
pandangan stakeholder terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dan bagaimana
analisis undang-undang nomor 41 tahun 2004 terkait penjualan wakaf tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para stakeholde terkait
penjualan wakaf dan analisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan wakif,
pengurus Kampung Jawa, nazhir, Kepala Kantor Urusan Agama Klungkung, serta
Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Klungkung, sedangkan data sekunder
diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa
Klungkung dilakukan karena ketidaktahuan pengurus terhadap aturan perwakafan di
Indonesia. Tindakan penjualan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya Pasal 40 yang melarang penjualan,
penukaran, atau pengalihan harta benda wakaf dalam bentuk apa pun tanpa izin dari
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, tidak adanya akta ikrar wakaf
menyebabkan tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum formal sebagai tanah
wakaf. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan administrasi wakaf melalui
penguatan peran nazhir, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pembinaan
oleh lembaga terkait agar pengelolaan wakaf di Bali dapat berjalan sesuai dengan
ketentuan syariat dan hukum positif yang berlaku.
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ABSTRACT

Irwan Agustian Mustofa, 220201110070, 2025. Sale of Waqf Without a Waqf Deed
in the View of the Balinese Community: Analysis of Law Number 41 of 2004
Concerning Wagqf (Case Study in Kampung Jawa Klungkung, Bali). Thesis,
Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik
Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Abdul Aziz, M.HI

Keywords: Waqf, Waqf Sale, Waqf Deed, Law No. 41 of 2004

Wagqf plays an important role in the social and economic development of
Muslims in Indonesia. Good waqf management supported by professional nazhir is
essential to achieve the objectives of waqf as a means of public welfare and to avoid
violations and disputes. However, in practice, there are still many problems in waqf
management in the community due to a lack of understanding of the applicable legal
provisions. One such issue is the sale of waqf land without a waqf deed, as occurred in
Kampung Jawa Klungkung, Bali. The sale was carried out for the purpose of
constructing the Al-Qur'an Education Park (TPQ) building, but without following the
legal procedures for waqf as stipulated in the legislation. This study has two research
questions, namely, what are the views of stakeholder s regarding the sale of waqf
without a waqf deed, and what is the analysis of Law No. 41 of 2004 regarding the sale
of waqf?

This study aims to determine the views of the Kampung Jawa Klungkung
community on the sale of waqf land without a waqf deed and to analyse them based on
Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The type of research used is empirical
juridical with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews
with the waqf, Kampung Jawa administrators, nazhir, the Head of the Klungkung
Religious Affairs Office, and the Indonesian Waqf Board (BWI) of Klungkung
Regency, while secondary data was obtained from relevant laws and regulations,
books, and journals.

The results of the study indicate that the sale of waqf land in Kampung Jawa
Klungkung was carried out due to the administrators' lack of knowledge regarding waqf
regulations in Indonesia. This action was not in accordance with the provisions of Law
Number 41 of 2004 article of 40, which prohibits the sale, exchange, or transfer of waqf
property in any form without permission from the Minister and the Indonesian Waqf
Board. Furthermore, the absence of a waqf deed meant that the land did not have formal
legal force as waqf land. Therefore, efforts are needed to improve waqf administration
by strengthening the role of nazhir, increasing public legal awareness, and providing
guidance from relevant institutions so that waqf management in Bali can be carried out
in accordance with the applicable sharia and positive law provisions.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampung Jawa Klungkung, merupakan salah satu komunitas muslim
yang memiliki sejarah panjang dalam menjaga kehidupan keagamaan di tengah
masyarakat majemuk di Pulau Bali. Salah satu bentuk nyata dari komitmen
tersebut adalah terselenggaranya Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) sebagai
kegiatan pendidikan keagamaan di bawah naungan Pesantren Al-Fatah yang
selama ini menjadi wadah bagi anak-anak dan remaja untuk belajar membaca,
memahami, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-
hari. Selama bertahun-tahun, kegiatan pembelajaran TPQ dilaksanakan di
Masjid Agung Al-Fatah Kampung Jawa. Namun, seiring dengan meningkatnya
jumlah santri dan kebutuhan akan ruang belajar yang lebih representatif, pihak
pengurus merasa perlu menghadirkan gedung TPQ tersendiri. Rencana
pembangunan itu dimaksudkan agar kegiatan pendidikan dapat berjalan lebih
optimal, terpisah dari aktivitas utama masjid, dan memiliki fasilitas yang lebih

memadai.?

Dalam proses perencanaan pembangunan gedung TPQ tersebut,

pengurus berkeinginan memperluas lahan dengan membeli sebidang tanah yang

2 Karto, wawancara, (Klungkung, 11 Agustus 2024)



berada di samping lokasi utama pembangunan, dengan tujuan agar kompleks
TPQ memiliki area yang lebih luas dan nyaman bagi para santri. Untuk
mewujudkan hal itu, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena keterbatasan
dana kas, pengurus kemudian memutuskan menjual salah satu aset tanah wakaf
yang sebelumnya telah diserahkan oleh pihak wakif pada tahun 2011. Setelah
melalui proses musyawarah internal, tanah tersebut akhirnya dibeli oleh salah
seorang warga Kampung Jawa, dan transaksi pun terlaksana. Hasil penjualan
digunakan untuk membeli lahan baru yang kemudian dibangun menjadi gedung
TPQ sebagaimana direncanakan. Kini, bangunan di atas tanah yang dijual telah
dijadikan rumah tinggal oleh pemiliknya dan gedung TPQ Kampung Jawa juga

telah berdiri dan digunakan sebagaimana mestinya.’

Namun, beberapa tahun setelahnya, ketika pembeli bermaksud
mengurus perubahan sertifikat tanah ke atas namanya di hadapan notaris/PPAT,
muncul permasalahan baru yakni berdasarkan hasil pengecekan dokumen,
memang tanah tersebut memiliki sertifikat hak milik atas nama pemilik
sebelumnya namun dalam realita dilapangan, ternyata tanah tersebut berstatus
sebagai tanah wakaf yang telah diserahkan pada tahun 2011.# Tanah tersebut
diserahkan oleh wakif kepada pihak pengurus Kampung Jawa pada masa itu

dan disertai dengan penyerahan sertifikat namun tidak diikrarkan secara resmi

3 Agus Jauhari,wawancara, (Klungkung, 11 Agustus 2024)
4 Taufiqur Rochman, wawancara, (Klungkung, 11 Agustus 2024)



di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akibatnya, tanah
tersebut tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Persoalan tersebut memberikan pemahaman bahwa pengelolaan wakaf
di tingkat masyarakat, khususnya di daerah-daerah kecil dan minoritas muslim,
masih menyisakan banyak tantangan administratif dan pemahaman hukum
yang belum merata padahal wakaf merupakan salah satu instrumen penting
guna menunjang tatanan kehidupan masyarakat Islam terlebih bagi masyarakat
yang tinggal di wilayah minoritas. Wakaf sendiri tidak hanya berfungsi sebagai
bentuk ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas.
Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan wakaf secara
komprehensif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, yang mengatur mulai dari perbuatan hukum wakaf, peran nazhir, hingga

mekanisme pengelolaan dan pengawasannya.’

Secara historis, wakaf di Indonesia sangat berperan signifikan dalam
mendukung pembangunan masyarakat, terutama di bidang pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Banyak lembaga pendidikan Islam, masjid,
pesantren, dan fasilitas umum yang berdiri di atas tanah wakaf. Namun, di sisi

lain, masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki kejelasan status hukum

5> Badan Wakaf Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Wakaf (Jakarta: BWI, 2021),

15.



karena belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW, sebagaimana

yang juga terjadi dalam kasus Kampung Jawa Klungkung.6

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), salah satu persoalan terbesar
dalam pengelolaan wakaf nasional adalah lemahnya literasi hukum dan
manajemen wakaf di tingkat masyarakat. Banyak masyarakat yang telah
mewakafkan tanah tanpa akta ikrar wakaf atau berdasarkan kepercayaan lokal
tanpa melalui prosedur hukum yang sah.” Akibatnya, status tanah wakaf
menjadi lemah secara administratif dan berpotensi menimbulkan konflik di
kemudian hari. Selain itu, peran nazhir sebagai pengelola harta wakaf juga
seringkali belum dijalankan secara profesional. Sebagian besar nazhir masih
bersifat perorangan dan organisasi masyarakat yang bekerja secara sukarela dan
belum memiliki SK nazhir dari BWI, sehingga kemampuan administrasi,
pelaporan, serta inovasi dalam pengelolaan aset wakaf masih terbatas. Oleh
karena itu, berbagai upaya pembinaan dan sertifikasi nazhir terus digalakkan
oleh pemerintah bersama BWI untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan

wakaf secara produktif.®

¢ Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, “Urgensi Pembaharuan
Pengelolaan Wakaf Di Indonesia,” Jurnal Rechtens 12, no. 2 (2023): 239-56,
https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2417

" Fahruroji, Wakaf Kontemporer (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 22

8 Deni Prasetyo; Suratmin; Syarifuddin, Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf (Jakarta: Badan Wakaf
Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2021), 6-9




Persoalan tanah wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali, yang belum
memiliki akta ikrar wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf hingga akhirnya
diperjualbelikan, menunjukkan lemahnya pemahaman dan penerapan ketentuan
hukum wakaf di masyarakat. Oleh karna itu, peneliti berupaya untuk
mengetahui bagaimana pandangan stakeholder terhadap penjualan tanah wakaf
tersebut. Kedua, peneliti juga akan mengggunakan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar untuk menganalisis hal tersebut,
karena undang-undang tersebut merupakan dasar hukum utama yang mengatur
secara jelas mengenai tata cara perwakafan, peran PPAIW, serta kewajiban
pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian dan
perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf.’ Dengan menganalisis
melalui perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, penelitian diharapkan
dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana praktik wakaf di
masyarakat telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya di
Kampung Jawa Klungkung, Bali.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah fokus kajiannya, maka dari itu
diperlukan adanya batasan masalah guna memberikan hasil yang maksimal dan
memperjelas ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Adapun batasan-

batasan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

® Pasal 32 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentag Wakaf



1. Penelitian ini menggunakan tinjauan undang-undangan terkait wakaf dalam
menganalisis penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan
Stakeholder. Undang-undangan yang digunakan yaitu, Undang-Undang
Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

2. Stakeholder yang dijadikan sebagai dasar pandangan dalam penelitian ini
yaitu masyarakat muslim sebagai pihak-pihak yang terkait dalam persoalan
penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali.
Pihak-pihak tersebut yaitu wakif, nazhir, serketaris Kampung Jawa
Klungkung, saksi ketika penyerahan wakaf, pihak yang menjual tanah
wakaf, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung dan Kepala
Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Klungkung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan stakeholder terhadap penjualan wakaf tanpa akta
ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali?

2. Bagaimana analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
terhadap pandangan stakeholder tentang penjualan wakaf tanpa akta ikrar
wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali?

D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pandangan stakeholder  terhadap penjualan wakaf

tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali.



2. Untuk mengetahui analisis undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang
wakaf terhadap pandangan stakeholder tentang penjualan wakaf tanpa akta
ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali.

E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat.

Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
a. Menjadi bahan edukasi khususnya bagi keilmuan hukum keluarga Islam

terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan
stakeholder yang dianalisis dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf.

b. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran
peneliti dalam keilmuan sehingga dapat menjadi bahan refrensi ataupun
bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum
Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang maupun masyarakat umum terkait penjualan wakaf dalam
pandangan stakeholder yang dianalisis dengan Undang-undang Nomor
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai

penjualan wakaf dalam pandangan stakeholder yang dianalisis dengan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



b. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana
penjualan wakaf dalam pandangan stakeholder yang dianalisis dengan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

F. Definisi Operasional
Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa kata yang perlu peneliti
paprkan lebih jelas guna memberikan kemudahan bagi pembaca dalam
memahami penelitian ini, diantaranya yaitu:
1. Akta Ikrar Wakaf
Akta Tkrar Wakaf merupakan bukti pernyataan kehendak wakaf oleh
wakif untuk mewakatkan harta benda miliknya guna dikelola oleh mauquf
alaih atau pihak yang diberikan wakaf/peruntukan wakaf (nazhir) sesuai
dengan peruntukan harta benda wakaf yang tertuang didalam akta ikrar
wakaf tersebut.'”
2. Stakeholder
Stakeholder adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan,
keterlibatan, atau pengaruh terhadap suatu kegiatan, kebijakan, atau
keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep
stakeholder menegaskan bahwa sebuah kegiatan atau kebijakan tidak dapat

dilepaskan dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, karena mereka

10 pemda DIY, “Akta Ikrar Wakaf,” sikoper, 19 Agustus 2021, diakses 27 Oktober 2025,
http://www.sipr.jogjaprov.go.id/sikoper/tarupedia/detail/akta-ikrar-wakaf



http://www.sipr.jogjaprov.go.id/sikoper/tarupedia/detail/akta-ikrar-wakaf

memiliki hak, kepentingan, atau tanggung jawab terhadap objek kajian
tersebut.!!
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi landasan
hukum pertama yang mengatur terkait persoalan wakaf. Terdapat 71 pasal
dalam undang-undang tersebut yang mengatur cara mewakafkan harta
benda, mengembangkan harta wakaf dan menyelesaikan sengketa
perwakafan.!?
G. Sistematika Pembahasan
Penelitian terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam
pandangan stakeholder analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika
pembahasan yang terarah. Untuk mencapai sistematika pembahasan yang

terarah, maka peneliti menguraikan penelitian ini kedalam lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini membahas tentang deskripsi
permasalahan yang melatar belakangi penelitian terkait terkait penjualan wakaf
tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan stakeholder analisis Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kampung Jawa. Kemudian

' Dewi, Putu Eka. “Analisis Kepentingan Stakeholder dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan
Masyarakat.” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 6, no. 2 (2017): 165-174.

12 Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, Irsan, “Wakaf Dalam Prespektif Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2004”, Journal of Economic and Development, No. 1 (2024): 53 https://rumah
jurnal.com/index.php/jead/article/view/10/10
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permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah yang muncul dari uraian
latar belakang, tujuan yang akan menjadi maksud yang dituju dalam penelitian
ini, manfaat penelitian, dan terakhir dalam bab ini yaitu sistematika kepenulisan

dari penelitian ini.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu
yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna
menjawab masalah yang telah dirumuskan dan kerangka teori yang membahas
meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, unsur-unsur wakaf dan

penjualan wakaf.

Bab III adalah deskripsi metode penelitian yang didalamnya berisi jenis
penelitian hukum empiris, pendekatan penelitan kualitatif, lokasi penelitian
yang berada di Kampung Jawa Klungkung, Bali. Jenis dan sumber data yang
terdiri dari data primer berbentuk hasil wawancara pada informan yang terkait
dengan penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf. Pendekatan penelitian serta

pengumpulan data dan pengolahannya juga dijelaskan dalam bab ini.

Bab IV berisi pemaparan hasil dan pembahasan terkait terkait penjualan
wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan stakeholder analisis Undang-
undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kampung Jawa Klungkung,
Bal. Sehingga dalam bab ini akan memberikan jawaban atas rumusan masalah

yang tertuang dalam bab pendahuluan.
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Bab V memuat kesimpulan yang diambil dari semua uraian penjelasan
yang dibahas pada penelitian ini, yang mana kesimpulan akan ditulis setelah
analisis pada pembahasan bab IV. Setelah menguraikan kesimpulan, maka
peneliti juga akan memberikan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian
skripsi berkaitan dengan penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung

Jawa Klungkung, Bali.



BABII
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang lebih dulu menjelaskan
dan memberikan paparan dan data guna menemukan perbedaan dan persamaan
antara penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian terdahulu yang telah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, melalui penelitian terdahulu ini
akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian

yang peneliti laksanakan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Setiaji mahasiswa
Universitas Islam Negri Walisongo pada tahun 2023 yang berjudul
“Problematika Tanah Wakaf Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Bansari
Kabupaten Temanggung)”. '3 Penelitian tersebut membahas tentang tanah
wakaf yang diserahkan hanya sebatas perjanjian lisan antara wakif dengan nazir
dan belum dicatatkan secara sah sesuai dengan aturan perundang-undangan
yang berlaku, padahal tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.
Tinjauan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Undang-undang
Nomor 41 tentang wakaf. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat

belum sepenuhnya melakukan praktik wakaf sesuai dengan undang-undang

13 Ridwan Setiaji, “Problematika Tanah Wakaf Tidak Tercatat”, (Skripsi, Universitas Islam Negri
Walisongo Semarang, 2023) 1902016122 Ridwan Setiaji_Full Skripsi - Ridwan Setiaji.pdf

12
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karena berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait

perwakafan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan
Setiaji adalah sama-sama membahas terkait persoalan tanah wakaf yang tidak
memiliki kekuatan hukum karna tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
sehingga tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf. Adapun perbedaan penelitian ini
terletak pada fokus pembahasannya yakni penelitian ini terfokus pada
pandangan stakeholder dengan analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf dalam permasalahan penjualan wakaf, sedangkan Ridwan
Setiaji meneliti tentang alasan masyarakat desa Banasari yang tidak
mencatatkan tanah wakafnya serta kesadaran hukum masyarakat Desa Bansari.
Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ridwan Setiaji juga
terdapat pada lokasi penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Kampung Jawa
Klungkung, Bali sedangkan skripsi Ridwan Setiaji bertempat di Desa Bansari

Kabupaten Temanggung.

Kedua, penelitian terdahulu dalam skripsi yang ditulis oleh Taril Arifin
tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor
41 tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Wakaf (Studi

Kasus di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru)”.'* Fokus pembahasan dalam

14 Taril Arifin, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf Terhadap
Praktik Jual Beli Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru)”, (Skripsi,
TAIN Salatiga, 2022), http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/14356/
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penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai jual beli tanah wakaf di Desa Banyubiru
Kecamatan Banyubiru. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan
jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
penjualan tanah wakaf di Banyubiru berdasarkan hukum Islam merupakan
perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 sampai 41.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Taril Arifin yaitu
pembahasan terkait penjualan tanah wakaf dan tinjauannya dalam peraturan
perundang-undangan. Selain itu persamaan lainnya adalah objek wakaf yang di
teliti, dalam penelitian ini belum memiliki akta ikrar wakaf sehingga proses
perwakafan yang terjadi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang ada begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Taril Arifin juga
belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan perbedaan
anatara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, fokus bahasan dalam
penelitian Taril Arifin ini terfokus pada tinjauan Undang-Undang dan alasan
dari penjualan tanah wakaf tersebut, sementara dalam penelitian ini peneliti
memiliki fokus pada pandangan dari para stakeholder terhadap penjualan wakaf
dengan analisis Undang-undang. Selain itu Lokasi penelitian terdahulu dan

penelitian ini juga berbeda, penelitian terdahulu berada di Desa Banyubiru
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Kecamatan Banyubiru sementara penelitian ini berada di Kampung Jawa

Klungkung, Bali.

Ketiga, Penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Intan Syahrani
tahun 2024 dengan judul “Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Positif.”!> Fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu
terkait penjualan tanah wakaf di Desa Mundu Kecamatan Karangampel
Indramayu, penggunaan hasil penjualan tanah wakaf tersebut dan dasar hukum
larangan penjualan tanah wakaf. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus.
Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perspektif hukum Islam
dan juga perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian
ini menyatakan bahwa dalam proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu
perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan jika tidak ada sertifikat

wakaf/akta ikrar wakaf.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terkait
penjualan tanah wakaf yang terjadi sama-sama tidak memiliki akta ikrar wakaf.
Sementara perbedaan antara penelitian terdahulu yang ditulis oleh Intan
Syahrani dengan penelitian ini yaitu fokus pembahasannya, yang mana Intan

Syahrani meneliti terkait hukum menjual tanah wakaf perspektif hukum islam

15 Intan Syahrani, “Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi
Kasus di Desa Mandu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)”, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati
Cirebon, 2024), https://repository.syekhnurjati.ac.id/13459/
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dan juga penggunaan hasil penjualan tanah wakaf tersebut, sedangkan pada
penelitian ini akan memiliki fokus pada pandangan stakeholder terkait
penjualan wakaf yang terjadi di Kampung Jawa Klungkung, Bali dengan

analisis Undang-undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Keempat,penelitian yang dilakukan oleh Aris Ariansyah, mahasiswa
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2025 dengan judul
“Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Pembiayaan Renovasi Yayasan
Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan
Jawa).”!® Penelitian ini terfokus pada penjualan harta benda bekas wakaf untuk
renovasi Yayasan dengan menggunakan metode field research. Perspektif yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan perspektif hukum positif.
Hasil dari penelitian ini yaitu harta benda bekas wakaf diperbolehkan untuk
dijual, hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama’ (Abu Hanifah, Maliki
dan Ahmad bin Hambal) yang menyatakan bahwa harta benda wakaf yang
sudah tidak mendatangkan manfaat boleh dijual/ditukar. Dalam hukum positif,
praktik penjualan harta benda wakaf juga diperbolehkan dengan alasan harta
benda wakaf tersebuttidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan
ketentuan pada Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam

pasal 41.

16 Aris Ariansyah, “Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Biaya Renovasi Yayasan Dalam
Perspektif Yuridis (Studi Kasus MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa)”, (Skripsi, Universitas
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), https://repository.uin-suska.ac.id/7193/
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Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu
tinjauan penjualan harta benda wakaf berdasarkan hukum positif yang mana
dalam hal ini sama sama menggunakan peraturan perundang-undangan terkait
wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Adapun perbedaan antara
penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni objek dari penelitian yang
diteliti, dalam penelitian Aris Ariansyah objek yang diteliti yakni harta benda
bekas wakaf yang itu artinya harta benda tersbut sudah pernah diambil
manfaatnya sedangkan dalam penelitian ini objek dari penelitian yaitu tanah
wakaf yang belum pernah diambil manfaatnya. Lokasi antara penelitan
terdahulu dan penelitian ini juga berbeda, yakni dalam penelitian terdahulu
terjadi di Desa Bagan Jawa sementara dalam penelitian ini berada di Kampung

Jawa Klungkung, Bali.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No Judul Persamaan Perbedaan
1 | Ridwan Setiaji | - Membahas - Fokus penelitian,
“Problematika permasalahan  tanah | antara tinjauan
Tanah Wakaf Tidak | wakaf yang tidak | undang-undang
Tercatat (Studi | memiliki  kekuatan | dan alasan
Kasus di  Desa| hukum karena tidak | masyarakat
Bansari Kabupaten | tercatat secara resmi. setempat yang
Temanggung)”, - Menggunakan dasar | tidak mencatatkan
skripsi (2023) hukum UU No. 41| harta benda yang
Tahun 2004 tentang | diwakafkan
Wakaf. sedangkan

penelitian ini
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Judul

Persamaan

Perbedaan

meneliti
pandangan
stakeholder
terkait
tanah

penjualan
wakaf
tinjauan hukum

dan

Lokasi
berbeda
Desa
Kabupaten
Temanggung
dengan Kampung
Jawa Klungkung,
Bali.

penelitian
Antara
Bansari

Taril Arifin
“Tinjauan Hukum
Islam dan Undang-
Undang Nomor 41
tahun 2004 tentang
Wakaf  Terhadap
Praktik Jual Beli
Tanah Wakaf
(Studi  Kasus di
Desa  Banyubiru
Kecamatan
Banyubiru)”,
skripsi (2022)

- Pembahasan

penjualan tanah wakaf

terkait

dan tinjauannya dalam
peraturan perundang-

undangan.

- Objek wakaf

yang

dijual belum memiliki
Akta Ikrar Wakaf.

Fokus penelitian,
antara fokus dalam
tinjauan Undang-
Undang dan alasan
penjualan  tanah
wakaf dalam
pandangan

stakeholder dengan
tinjauan  undang-
undang Nomor 41
Tahun 2004

Tentang Wakaf

Lokasi
berbeda
Desa

yang
antara
Banyubiru
dengan Kampung
Jawa Klungkung.

Intan Syahrani
“Hukum Menjual

- Terkait
tanah  wakaf

penjualan

tidak

- Fokus

pembahasan,
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No Judul Persamaan Perbedaan
Tanah Wakaf | memiliki akta ikrar | antara hukum
Perspektif Hukum | wakaf. menjual tanah
Islam dan Hukum | - Penggunaan Hukum | wakaf dan
Positif”, skripsi | Positif sebagai | penggunaan hasil
(2024) tinjauan. penjualan  tanah

wakaf dengan
pandangan
stakeholder.
Lokasi penelitian
berbeda antara
Desa Mundu
dengan Kampung
Jawa Klungkung.

4 | Aris Ariansyah - Tinjauan penjualan | - Objek  penelitian
“Praktik Penjualan | harta benda wakaf | berbeda yakni
Benda Bekas | berdasarkan hukum | antara harta benda
Wakaf Untuk | positif yaitu Undang- | bekas wakaf
Pembiayaan Undang Nomor 41 | dengan tanah
Renovasi Yayasan | Tahun 2004. wakaf.

Dalam  Perspektif

Yuridis (Studi - Lokasi yang
Kasus MDTA berbeda antara
Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa
Desa Bagan Jawa)”, dengan Kampung
skripsi (2025) Jawa Klungkung.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan yang
berkaitan dengan pengelolaan dan status hukum tanah wakaf di Indonesia.
Ridwan Setiaji (2023) meneliti problematika tanah wakaf yang tidak memiliki

kekuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi di Desa Bansari, Kabupaten
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Temanggung. Selanjutnya, Taril Arifin (2022) mengkaji praktik jual beli tanah
wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Desa Banyubiru serta
meninjaunya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Intan Syahrani
(2024) membahas terkait aspek hukum terhadap penjualan tanah wakaf yang
tidak memiliki akta ikrar wakaf, termasuk penggunaan hasil penjualannya.
Sementara itu dan terakhir Aris Ariansyah (2025) meneliti praktik penjualan
benda bekas wakaf untuk pembiayaan yayasan dalam perspektif hukum positif.
Dari keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus utama para
peneliti sebelumnya terletak pada aspek hukum dan administrasi wakaf yang
belum tertata dengan baik. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan yang
cukup signifikan, yaitu mengkaji secara khusus pandangan para stakeholder
terhadap praktik penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa Klungkung serta
meninjau peristiwa tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan sudut pandang baru
terutama terkait dinamika sosial masyarakat muslim minoritas di Bali dalam

memahami dan merespon persoalan hukum wakaf.

. Kerangka Teori

. Pengertian Wakaf

Dalam bahasa arab wakaf mengandung pengertian menahan, menahan
harta guna diwakafkan, tidak dipindah tangankan dan dipindah milikkan.

Adapun dalam istilah syara’ secara umum, wakaf adalah jenis pemberian yang
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pelaksanaannya dengan cara menahan pemilikan kemudian menjadikan
manfaat untuk berlaku umum. Yang dimaksud dengan kepemilikan adalah
menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, diperjual-belikan,
digadaikan dan dihibahkan.!”

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai
perbuatan hukum wakif untuk misahkan sebagian dari harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariah.'®

Ulama fiqih juga mengemukakan definisi dari wakaf itu sendiri mulai
dari Imam Syafi’l, Hanafi, Hambali dan Maliki. Mazhab Syafi'i berpendapat
wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap
utuhnya barang wakaf tersebut dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari
wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Mazhab Hanafi
mengemukakan definisi wakaf sebagai menahan benda wakaf dari wakif (orang
yang berwakaf) dan menyumbangkan manfaatnya untuk kebaikan. Mazhab
Hambali mengemukakan bahwa wakaf yaitu menahan sepenuhnya hak pemilik
harta untuk menggunakan hartanya dengan cara yang bermanfaat untuk
mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga harta tetap utuh. Terakhir menurut

mazhab Maliki, wakaf yaitu memberikan kemanfaatan dari harta benda wakif,

17 Hazami, “Peran Dan Aplikasi Wakaf™, 177.
18 Pasal 1, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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baik dalam bentuk sewa atau ataupun hasilnya, dalam jangka waktu tertentu
sesuai keinginan wakif. '
2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan yang sangat besar ganjarannya bagi umat
muslim. Namun aturan terkait wakaf tidak tertera secara jelas didalam Al-
Qur’an maupun Hadits. Meskipun demikian, terdapat beberapa ayat dalam Al-
Qur’an yang menjadi rujukan dan sebagai dasar perintah untuk menunaikan
wakaf, beberapa diantaranya yaitu:

a. QS Al-Baqarah ayat 261
B it g g g o ST B RS o g 16T 04 o g

b s 5 2155 ) Ll B 0

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
vang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.?’

Dalam ayat diatas, memberikan gambaran bahwa bagi orang yang
memberikan hartanya untuk diinfakkan makai barat benih yang tumbuh dan

berlipat hingga tujuh ratus kali lipat. Kemudian kalimat “dijalan Allah”

19 Suhrawardi K Lubis, dkk., Wakaf Pemberdayaan Umat, (Jakarta Sinar Grafika, 2010), 4-6.
20 Kementrian Agama Republik Indonesia, AI-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: CV. Al-Fatih
Berkah Jaya, 2013), 44.
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ditafsirkan sebagai perbuatan yang membawa manusia kepada Ridha
Allah.?!

b. QS Ali — Imran ayat 92
6 B0 00 se b AR g 022 B WA B 5l o

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (vang
sempurna), sebelum kamu menginfakkan sehahagian harta yang kamu

cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan itu, maka sesungguhnya Allah

mengetahuinya. "

Dalam ayat 92 surah Al-Imran diatas mengandung arti bahwa manusia
akan memperoleh Kebajikan yang paling utama dan sempurna ketika
manusia itu memberikan harta yang dicintainya untuk diinfakkan. Apapun
yang manusia infakkan itu maka sesungguhnya Allah maha Mengetahui.

c. QS Al-Hajj ayat 77

Oyl 2800 S ladis 2855 158ts 15isnis 1,589 1T il T

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu,
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat
kemenangan.”

Dalam surah Al-hajj diatas terdapat perintah dari Allah untuk

melakukan kebaikan yang mana ulama menjelaskan bahwa kalimat tersebut

2! Nunung Lasmana, “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Bagarah Ayat 261-
263).” Al-Tijary: Jurnal Islam, vol. 1 no. 2 (2016), 203, https://doi.org/10.21093/at.v1i2.530.
22 Kementrian Agama Republik Indonesia, 4I-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: CV. Al-Fatih

Berkah Jaya, 2013), 62.
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sebagai perintah dalam melakukan segala perbuatan yang menghubungkan
kebaikan antar seorang hamba dengan tuhannya. Kemudian para ulama juga
menjadikan ayat ini sebagai salah satu landasan hukum atas perintah

berwakaf.??

Dalil-dalil yang tercantum diatas merupakan ayat dalam Al-Qur’an
yang menjadi rujukan dan dasar dalam perintah mengerjakan wakaf. Selain
itu, dasar landasan untuk berwakaf juga terdapat dalam hadits-hadits

Rasulullah diantaranya yaitu:

a. Hadits riwayat Imam Muslim:

Z

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulull;zh Saw. bersabda:
Apabila ada orang yang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali
dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang
bermanfaat, atau anak saleh yang mendo’akan untuknya. (HR.
Muslim).” ?*

b. Hadits riwayat Bukhari Muslim

153 Gl Eaol 3 d Jotg b JUE8 s sl 2log e s Jo 20
5 W) Pl G O U < o2 S ,

&
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23 Imam Abdur Rauf, Kitab Taysir Al Wuquf, (Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al Baz, 1998), 18.
24 Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurahman bin Baz, Majmu ‘Fatawa wa Maqalat Mutanawwi ‘ah
(Riyadh: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1990), 373.
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Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa Umar ra. Memperoleh
sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah,
saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah
mendapatkan tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan
kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan
(pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian
Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak
pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada
orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, fisabilillah, ibnu sabil
dan tamu. Dan tidak mengapa atu tidak dilarang baik yang menguasai
tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasil dengan cara baik

(sepantasnya) atau makan dengan bermaksud menumpuk harta” (H.R.

Bukhori Muslim) "%

Sama seperti dalil-dalil yang terdapat didalam Al-Qur’an, kedua
hadits diatas juga tidak memberikan penjelasan dan keterangan secara
langsung terkait perintah berwakaf namun didalam hadits diatas
menggunakan kada shadaqah jariyah yang mana makna dari shadagah
jariyah dalam hadits-hadits tersebut dimaknau sebagai wakaf karna

shadaqah jariyah merupakan amalan yang memberikan pahala tidak

25 Abdurrahman bin Abu Bakar, Al-Tawsyih Syarah Al-Jami’ Ash-Shohih (Riyadh: Maktabat Al-
Rusyd, 1998), 1871.
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terputus bagi orang yang melaksanakannya meskipun telah meninggal
dunia
3. Unsur-unsur Wakaf

Dalam aturan fiqih, praktik wakaf yang dilaksanakan oleh masyarakat akan
dinyatakan sah apabila memenuhi empat rukun yang menjadi syarat wajib
dalam pelaksanaannya, empat rukun wakaf tersebut, yaitu®®:

a. Wagqif (orang yang mewakafkan hartanya)

b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)

c. Mauquf Alaih (orang/pihak yang diberikan wakaf atau peruntukan

wakaf)

d. Sighat (pernyataan atau ikrar wagqif sebagai bentuk pernyataan

kehendaknya dalam mewakafkan harta bendanya)

Keempat rukun di atas wajib terpenuhi supaya praktik wakaf yang
dilaksanakan dapat menjadi sah menurut ketentuan fiqih. Pertama, wakif
sebagai orang yang mewakafkan harta harus memiliki kebebasan secara hukum
dalam artian memiliki kehendak yang bebas dan tanpa paksaan dalam
melaksanakan wakaf, kedua mauquf bih merupakan barang atau harta yang
akan diwakafkan harus berupa benda yang halal, bermanfaat dan dapat
dimanfaatkan bagi secara berkesinambungan sehinggat tujuan dari wakaf

sebagai amal jariyah itu dapat tercapai, ketiga mauquf alaih merupakan pihak

26 Tim Penyusun, Figih Wakaf (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam,
2004), 19.
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penerima wakaf haruslah orang yang jelas identitasnya dan mempunyai
wewenang dalam mengelola ataupun memanfaatkan harta wakaf sesuai atas apa
yang telah dikehendaki wakif, keempat sighat merupakan wujud dari kehendak
wakif saat akan menyerahkan harta benda miliknya untuk kepentingan wakaf.
Sighat disini berisi pernyataan wakif atau ikrar wakif yang dapat disampaikan
melalui ucapan atau tulisan atau juga dokumen resmi yang nantinya akan
mengikat secara hukum. Denngan terpenuhinya keempat unsur ini, maka secara
syariat, wakaf yang dilaksanakan ini akan memiliki kekuatan hukum yang sah
sehingga manfaatnya dapat dirasakan terus menerus oleh penerima manfaat.?’
Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan
bahwa terdapat enam unsur wakaf yaitu wakif, nazhir, harta benda, ikrar wakaf,
peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf.?®
a. Wakif
Unsur pertama adalah wakif, wakif yaitu orang atau pihak yang
menyerahkan harta bendanya untuk diwakafkan. Dalam pasal 7 disebutkan
terkait macam-macam wakif, yaitu:
1) Perseorangan
2) Organisasi

3) Badan Hukum?’

2’ Fernando Yusuf and Moh Mukhsin, “Manajemen Pengelolaan Wakaf : Studi Lembaga Tabung Wakaf
Indonesia,” Jurnal Syariah, 2, no. 1 (2024), 2

28 Pasal 6, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2 Pasal 7, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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Kemudian dalam pasal 8 dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-

masing wakaf tersebut yaitu:

1) Wakif perseorangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 huruf a

hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan
a) Dewasa

b) Berakal sehat

c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

d) Pemilik sah harta benda wakaf

2) Wakif organisasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 huruf b
hanya dapat dilakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan
organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi
sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3) Wakif badan hukum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 poin
¢ hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan
hukun unntuk mewakaftkan harta benda milik badan hukum sesuai
dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan3’

b. Nazhir atau Pengelola Wakaf
Nazhir merupakan pihak yang memegang tanggung jawab dalam

pelaksanaan dan pengelolaan benda wakaf sesuai dengan tujuan

30 Pasal 8, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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perwakafan. Selain wakif, nazhir juga dapat perseorangan, organisasi

maupun badan hukum. Pada hakikatnya, pengelolaan harta benda wakaf

merupakan hak wakif secara penuh. Akan tetapi, wakif dapat menyerahkan

hak pengelolaan serta pengawasannya kepada pihak lain.

Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 telah dijelaskan

terkait syarat-syarat nazhir baik itu nazhir perseorangan dan juga nazhir

badan hukum.?!

1) Nazhir perorangan memiliki syarat yaitu:

a.

b.

Warga Negara Republik Indonesia;

Beragama Islam;

. Sudah dewasa;

Sehat jasmani dan Rohani;

. Tidak berada dibawah pengampuan;

Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang

diwakafkan;

2) Nazhir Badan Hukum memiliki syarat:

a.

b.

Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah

yang diwakafkan.

31 Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1997 tentang Perwakafan Tanah Milik
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Dalam Undang-Undang Nomor 41 disebutkan bahwa Nazhir memiliki
tugas diantaranya:
1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.?
c. Harta Benda Wakaf
Harta benda yang diwakatkan merupakan harta benda yang sah milik
wakif yang kemudian diwakafkan. Harta benda wakaf menurut UU Wakaf
merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat
jangka Panjang serta mpunyai nilai ekonomi menurut syariah yang
diwakafkan oleh wakif.3* Adapun harta benda yang akan diwakafkan harus
memenuhi beberapa syarat diantaranya*:
1) Harta yang diwakafkan harus mutagawwam
Mutagawwam ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan
halal digunakan dalam keadaan normal. Maka dari itu tidak

diperbolehkan untuk mewakafkan sesuatu yang bukan harta seperti

32 Pasal 11, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

33 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3% Ahmad Mujahidin, Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya, lst ed.
(Jakarta: Kencana, 2021), 81-82
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wakafkan manfaat rumah yang disewa, tidak pula barang-barang yang
haram digunakan atau hal-hal yang dapat mencederai ajaran agama.
2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakatkan harus diktahui dengan yakin,
sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Maka dari itu tidak
sah mewakafkan yang tidak jelas seperti “satu dari dua rumah” atau
pernyataan yang lain yang tidak secara jelas harta yang akan
diwakafkan.

3) Milik wakif
Harta yang diwakafkan hendaklah milik penuh dan tidak

mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Maka tidak sah
mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif karena wakaf hanya dapat

terwujud pada benda yang dimiliki.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 16
membagi Harta Benda Wakaf menjadi dua jenis, yakni benda tidak bergerak
dan benda bergerak. Benda bergerak meliputi hak katas tanah; bangunan yang
berdiri di atas tanah; tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah; hak
milik atas satuan rumah susun; benda tidak bergerak lain sesuai dengan
ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan

benda bergerak meliputi uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas
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kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ke

tentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penjualan Harta Benda Wakaf
Wakaf merupakan bentuk ibadah yang menghasilkan manfaat dan
pahala yang terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut masih dapat
diambil dan dirasakan manfaatnya. Melalui pernyataan tersebut, maka akan
menimbulkan persoalan bagaimana ketika harta benda wakaf tidak dapat
diambil dan dirasakan manfaatnya sesuai dengan peruntukkannya, maka Ibnu
Qudamah memberikan pendapatnya yakni “apabila harta wakaf tidak dapat
memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian
harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat
sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai

harta wakaf seperti semula.”>’
Pendapat ulama terkait penjualan harta benda wakaf sangat beragam.

Berikut pandangan dari ulama Mazhab

1. Menurut ulama dari kalangan Syafi’i, melarang penjualan harta benda
wakaf dalam kondisi apapun, bahkan dalam wakaf khusus sekalipun. Dalam

kitab-kitab mazhab Imam Syafi’i pembahasan pergantian barang wakaf

hanya seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering, atau

35 Achmad Irwani Hamzani, Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia, Cet.2, (Jawa Tengah: Diya
Media Group), 2015, 79-80
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batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur, dimana
manfaaat semua barang tersebut hilang sama sekali.?

2. Ulama dari kalangan Hanafi menyampaikan bahwa pergantian atau
penjualan harta benda wakaf diperbolehkan sebagaimana dinukil oleh Abu
Zuhran dalam al- Waqfu, mereka membolehkan penggantian semua wakaf,
baik khusus maupun umum, selain mesjid. Dan bahwa mereka
menyebutkan tiga kali kondisi untuk itu, pertama, jika pewakaf
mensyaratkannya dalam akad. Kedua, jika wakaf tidak lagi dapat
dimanfaatkan. Ketiga, jika penggantian akan mendatangkan manfaat lebih
besar dan hasil yang lebih banyak, sementara tidak ada syarat dari pewakaf
yang melarang penjualan.’’

3. Ulama dari mazhab Hambali berpendapat bahwa kerusakan yang terjadi
pada barang wakaf selain masjid yang menyebabkan barang tersebut boleh
dijual, sedangkan keterlepasannya dari pemilikan, dalam pandangan ulama
Hambali tidak menyebabkan terlarangnya menjual barang wakaf tersebut,
sepanjang barang tersebut memiliki sifat sebagai harta.’®

4. Kemudia ulama dari mazhab Imam Maliki melarang keras penggantian

barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus

36 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf (Jakarta: IIMaN,2004), 372.

37 Nabil Al Qashwah, Hukum Penukaran Benda Wakaf Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam,
Jurnal Of Islamic Studies, Vol. 3, No.1, 2023, 327

38 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, Penerjemah: Masykur, Cet,12 (Jakarta:
Lentera, 2004), 667.
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tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak
bergerak Pendapat yang paling masyhur dikalangan fugaha mazhab Maliki

adalah memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak.*

3% Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf (Jakarta: IIMaN,2004), 349.



BAB III

METODE PENELITIAN

Menentukan metode penelitian sebelum melakukan penelitian merupakan hal
penting karna akan menjadi landasan utama dalam menjalankan penelitian.
Langkah ini akan menjadi gambaran dalam setiap rangkaian penelitian, sehingga
penyusunan penelitian ini mulai dari pengumpulan data sampai hasil penelitian
akan meberikan hasil penelitian yang maksimal dan akurat.*® Metode penelitian ini
adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yang
mana peneliti mencoba menganalisis dan mengkaji terkait pelaksanaan hukum
di dalam masyarakat.*! Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung guna
melaksanakan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan
informasi terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa
Klungkung, Bali.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penelitian akan dilakukan menggunakan

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan, penelitian

40 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, 2nd ed.
(Jakarta: Kencana, 2018).

4l Salim HS dan Erlise Septiana Nurabani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitiaan Tesis Dan
Disertasi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 20.

35
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dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu
fenomena sosial dan masalah yang terjadi secara mendalam baik itu dengan
melakukan wawancara, observasi dan hal-hal lain yang diperlukan untuk
memberikan hasil maksimal dalam penelitian ini.*?
C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Jawa Klungkung
Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Kampung Jawa ini merupakan salah satu
kampung Muslim yang berada di Kabupaten Klungkung, Bali. Alasan yang
melatar belakangi peneliti memilih lokasi ini yaitu pemasalahan Penjualan
wakaf tanpa akta ikrar wakaf untuk Pembangunan Gedung TPQ yang terjadi di
lokasi ini sehingga peristiwa yang terjadi di lokasi ini perlu ditinjau lebih dalam
terkait kepatuhan terhadap peraturan terkait perwakafan yang berlaku di
Indonesia.
D. Sumber Data
Dalam penelitian, sumber data menjadi peran penting dan merupakan salah
satu aspek utama dalam menunjang sebuah penelitian. Sumber data dalam

penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

42 Masyhuri dan Zainuddin, Metodologi Pendekatan Penelitian, (Bandung: PT Refika Utama, 2008), 13.
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a. Sumber data Primer
Sumber data primer merupakan sumber data yang ada didalam
penelitian yang didapatkan secara langsung dengan narasumber®.
Dalam penelitian ini, data primer didapat melalui wawancara kepada
pthak-pihak yang bersangkutan secara langsung. Adapun narasumber
dalam penelitian ini adalah:
1. Tri Yanti selaku Wakif (orang yang mewakafkan tanah miliknya).
2. Muhammad H. Chairun selaku Nazhir Kampung Jawa masa
jabatan 2024-2029.
3. Sukiyono selaku sekretaris Kampung Jawa masa jabatan 2024-2029
4. H. Karto selaku saksi saat penyerahan tanah wakaf.
5. H. Agus Jauhari selaku pihak yang menjual tanah wakaf.
6. Wahidullah, S. HI selaku Kepala KUA Kecamatan Klungkung, Bali
7. Anang Nasrun, CPM selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia
Kabupaten Klungkung
Berikut adalah daftar table informan yang diwawancarai dalam

penelitian ini:

43 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi, Metode Penelitian
Hukum, kesatu (Bandung: Alfabeta, 2017), http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian
Hukum.pdf.
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No Nama Jenis Jabatan
Kelamin
1 Tri Yanti Perempuan | Wakif
2 Sukiyono Laki-laki | Sekretaris Kp.Jawa
3 H.Muhammad Laki-laki | Nazhir Kp.Jawa
Chairun
4 H. Agus Jauhari Laki-laki Pihak yang menjual
tanah wakaf
5 Wabhidullah, S. HI Laki-laki | Kepala KUA Kecamatan
Klungkung
6 Anang Nasrun, | Laki-laki | Ketua BWI Kabupaten
CPM Klungkung
7 H. Karto Laki-laki Saksi Wakaf

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung setelah data

primer yang didapatkan melalui sumber-sumber pendukung lain.**

4 Salim HS, Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitiaan, 25.
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Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan
Perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004
tentang wakaf, Buku-buku terkait Perwakafan seperti, Wakaf Tanah
dan Akta Ikrar Wakaf karya Etika Rahmawati dan literatur artikel
jurnal tentang wakaf seperti Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf karya Lutfi El Falahy serta beberapa sumber dari peraturan
pemerintah terkait wakaf seperti peraturan pemerintah nomor 28
tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan peraturan
pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-
undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf .
E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini

dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di Lokasi
penelitian yang memuat pencatatan, pemotretan, dan perekaman terkait
suatu kondisi dan situasi yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap observasi

yaitu:#

4 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, ed. Hijriyanti Fatia, pertama, vol. 17 (Mataram: Mataram
University Press, 1385).185.
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1) Mendatangi lokasi penelitian sebagai penjajakan awal. Dalam hal
ini, peneliti akan mendatangi lokasi untuk mengecek terkait tanah
wakaf yang dijual apakah tanah wakaf tersebut sudah benar benar
di miliki oleh orang lain dan sudah digunakan untuk kepentingan
mereka atau belum dan bahkan mungkin telah didirikan bangunan.
Kemudian mendatangi Gedung TPQ yang menjadi tujuan alokasi
dana penjualan tanah wakaf.

2) Mengidentifikasi sebab-sebab pemilihan lokasi penelitian. Peneliti
akan mengidentifikasi dan memastikan apakah penjualan tanah
wakaf untuk pembangunan Gedung TPQ benar-benar terjadi di
tempat tersebut yakni Kampung Jawa Klungkung, Bali atau hal
tersebut hanya isu yang tidak benar.

3) Pencatatan hasil observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.
Peneliti akan mencatat seluruh data hasil observasi mulai dari
kebenaran objek wakaf yang dijual, alokasi dana penjualan tanah
wakaf dan hal hal penting terkait penelitian yang didapatkan dari
hasil observasi.

b. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara
langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah
disusun kepada narasumber. Wawancara ini merupakan metode yang
cukup efektif guna mendapatkan informasi secara detail dan lebih

mendalam terhadap sesuatu yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti
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menggunakan wawancara, peneliti akan menanyakan kepada beberapa
pihak sesuai dengan nama-nama pihak yang tercantum dalam sumber
data primer terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaft di Kampung
Jawa Klungkung, Bali. Peneliti akan melakukan wawancara dengan
menggunakan wawancara semi-terstruktur#6
c. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa, surat
menyurat, dokumen penting lain seperti transkrip wawancara. Melalui
dokumentasi maka hasil penelitian menjadi semakin kuat, karena teknik
dokumentasi akan menunjukkan bukti nyata dari sumber yang
didapatkan.*’
F. Metode Pengolahan Data
Langkah-langkah dalam mengolah data adalah metode yang digunakan
untuk menyempurnakan data hingga mencapai keutuhan. Data tersebut diolah
oleh peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif
merupakan sebuah teknik dalam memproses data dengan menguraikan dan
menjelaskan data. Peneliti menyusun data secara sistematis dan logis agar
memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.*® Secara lebih jelas,

berikut pemaparan metode yang digunakan:

46 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 51.

47 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 15th ed. (Jakarta: Rineka Cipta,
2020), 275.

8 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, 2nd ed.
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 162.
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a. Pemeriksaan Data
Pemeriksaan data atau editing data merupakan proses yang
dilakukan untuk melihat kembali catatan catatan dan informasi-
informasi yang telah didapat oleh peneliti. Editing data ini bertujuan
agar dapat mengetahui apakah data sudah sesuai dan lengkap serta
untuk meminimalisir kekurangan dan kesalahan dalam penelitian.*’
Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang
diperoleh melalui wawancara kepada wakif, sekretaris, saksi, nazhir,
Kepala kampung Jawa, Kepala KUA Kecamatan Klungkung dan
Ketua BWI Kabupaten Klungkung yang kemudian akan dilakukan
pemeriksaan data. Proses pemeriksaan ini akan memudahkan peneliti
untuk memilih data yang jelas dan sesuai serta dapat menjawab
pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian.
b. Klasifikasi Data
Setelah proses pengumpulan dan pengecekan kembali data,
kalsifikasi data merupakan langkah yang selanjutnya perlu dilakukan.
Klasifikasi data ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan
data selanjutnya. Sehingga hasil data tersebut dapat dipahami oleh

pembaca.’® Dalam penelitian ini beberapa data yang diklasifikasikan

4 Rifa’i Abu Bakar, Pengantar Metodologi Penelitian, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan
Kalijaga, 2021), 90.

50 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum(Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, Cet.
Pertama, 2021), 112.
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oleh peneliti yaitu informan. Informan dalam penelitian ini dibedakan
kedalam informan internal dalam artian informan internal ini
merupakan pihak-pihak yang sudah pernah terlibat secara langsung
baik itu ketika proses penyerahan wakaf oleh wakif, proses penjualan
wakaf dan pihak yang berupaya dalam penyelesaian penjualan wakaf
di Kampung Jawa Klungkung, Bali. Informan internal ini yaitu wakif,
sekretaris, nazhir, saksi dan kepala kampung Jawa. Kedua, informan
eksternal yakni informan yang belum terlibat dalam penjualan wakaf
tanpa akta ikrar wakaf baik itu ketika penyerahan wakaf oleh wakif
maupun ketika proses penjualannya. Informan eksternal disini yaitu
Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Klungkung.
c. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan Langkah pembuktian data untuk
menjamin validitas data yang didapat.>! Dalam penelitian ini, peneliti
memberikan konfirmasi terkait data yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan pihak pihak terkait mulai dari wakif, nazhir, saksi,
kepala KUA dan Ketua BWI.

d. Analisis Data

51 Sigit Sapto Nugroho, dkk, Metodologi Riset Hukum (Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka, Cetakan
pertama, Maret 2020), 102-103.
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Menganalisis data-data yang diperoleh dengan cara mengaitkan
teori-teori yang ada dengan objek penelitian yaitu wakaf dan kemudian
dijelaskan kembali dengan kalimat dan juga penjelasan yang mudah
untuk dimengerti.>? Data yang diperoleh melalui wawancara maupun
sumber dari berbagai literatur tentu terdapat poin-poin yang susah
untuk dipahami, maka peneliti melakukan analisis supaya data yang
diperoleh untuk penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan rangkuman secara keseluruhan dari data-
data yang telah diperoleh dari lapangan dan kemudian diolah sehingga
mampu menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan objek

penelitian yang dilakukan oleh penulis.>

52 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: UPT Mataram University Press,2020), 104.
33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 104-105.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.

Sejarah Kampung Jawa Klungkung, Bali

Kampung Jawa Klungkung merupakan salah satu dari lima
kampung muslim yang berada di Kabupaten Klungkung, Bali. Pada
awalnya, Kampung Jawa termasuk dalam elemen pemerintahan
Kabupaten Klungkung sebagai Kelurahan Kampung Jawa dan memiliki
satu bangunan yang digunakan sebagai balai pertemuan, yang kini
difungsikan sebagai Sekretariat Kampung Jawa. Secara historis,
masyarakat muslim di Bali merupakan kelompok minoritas yang
sebagian besar berasal dari luar Pulau Bali, seperti dari Jawa, Lombok,
dan beberapa daerah lain di Indonesia. Kehadiran mereka di Bali
umumnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, perdagangan, dan
dakwah, yang kemudian mendorong terbentuknya sejumlah kampung
muslim di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Klungkung.

Kabupaten Klungkung sendiri menjadi salah satu wilayah di
Bali yang memiliki jumlah penduduk muslim cukup banyak, baik yang
menetap secara permanen maupun sementara. Namun, karena
keterbatasan lahan, setiap kampung muslim di Klungkung tidak

memiliki wilayah yang luas, sehingga tidak semua pendatang muslim

45
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dapat menetap di kawasan perkampungan muslim. Akibatnya, banyak
dari mereka tinggal terpencar di berbagai wilayah di luar kampung
muslim, termasuk yang tidak tercatat sebagai warga kampung secara

administratif.

Dalam konteks tersebut, masyarakat muslim Klungkung
berupaya menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiah di tengah kondisi
sosial yang heterogen terlebih lagi setelah dikeluarkannya Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 197 Tahun 1991 tentang penataan dan
perubahan batas wilayah kelurahan yang menyebabkan Kelurahan
Kampung Jawa tidak lagi termasuk secara administratif dalam bagian
pemerintahan Kabupaten Klungkung yang menjadikan masyarakat
muslim setempat berinisiatif membentuk wadah persatuan. Atas dasar
semangat tersebut, pada tahun 1994 didirikan Ikatan Suka Duka Warga
Muslim Kampung Jawa Klungkung, dengan Bapak Dzait sebagai
kepala kampung pertama. Seiring berjalannya waktu, jumlah anggota
masyarakat Kampung Jawa terus meningkat, meskipun pola
permukimannya tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Klungkung.
Kondisi ini menjadi ciri khas tersendiri bagi Kampung Jawa
Klungkung, yang berbeda dari kampung-kampung muslim lain di Bali

yang umumnya berpusat pada satu kawasan tertentu.>*

54 Sukiyono, wawancara, (Klungkung, 07 Oktober 2025)
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Dalam perkembangan selanjutnya, semangat kebersamaan
masyarakat Kampung Jawa Klungkung tidak hanya tercermin dalam
kegiatan suka duka, tetapi juga dalam bidang keagamaan lainnya, salah

satunya melalui pengadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).

2. Letak Geografis Kampung Jawa Klungkung, Bali
Secara Geografis, Kampung Jawa Klungkung, Bali terpusat pada bangunan
Sekretariat yang terletak di J1. Puputan No.25, Semarapura Kangin, Kec.
Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali dengan titik kordinat 8°32'13"S
115°24'12"E dan Masjid Agung Al-Fatah yang terletak di Jl.Teratai,
Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali
dengan titik kordinat 8°32'12"S 115°24'11"E. Letak kedua bangunan
tersebut hanya berjarak sekitar100 meter dalam satu garis lurus. Bangunan
ini memiliki lokasi yang sangat strategis yakni di tengah Kota Semarapura
Klungkung. Dari kedua bangunan tersebut dapat di petakan terkait batas

wilayah Kampung Jawa sebagai berikut:

Sebelah utara : Lingkungan Puri Agung Klungkung
Sebelah timur : Pasar Traditional Klungkung
Sebelah barat : Rutan Kelas II B Klungkung
Sebelah Selatan :Banjar Mergan

3. Keadaan Sosial
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Kampung Jawa Klungkung memiliki 728 Kartu Keluarga dengan jumlah
total 2.165 jiwa yang seluruhnya memluk Agama Islam baik masyarakat
muslim asli Klungkung maupun yang berasal dari berbagai suku dan daerah
yang ada di Indonesia. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris
Kampung Jawa Klungkung sebagai berikut:
“Jadi Kampung Jawa itu berdasarkan data terakhir yang saya himpun
Jjumlahnya mencapai 728 KK dan kalau di hitung jumlah orangnya itu
sekitar 2.165 kepala, tu masih bisa naik atau turun. Jumlah itu bukan
hanya masyarakt muslim asli Klungkung saja melainkan juga banyak
pendatang-pendatang baru dari Jawa, Lombok, Madura yang
kemudian menetap di Klungkung hingga akhirnya menjadi
keanggotaan warga muslim Kampung Jawa
Letak Kampung Jawa Klungkung yang berada di pusat kota menjadikannya
berdekatan secara geografis maupun sosial dengan Puri Agung Klungkung,
yang merupakan istana peninggalan Kerajaan Klungkung. Kedekatan ini
turut membentuk hubungan yang harmonis antara masyarakat muslim
Kampung Jawa dengan keluarga bangsawan Puri Agung Klungkung. Puri
Agung Klungkung sendiri merupakan tempat tinggal para keturunan

Kerajaan Klungkung, yang secara historis memegang peranan penting

dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Bali. Seiring berakhirnya

55 Sukiyono, wawancara, (Klungkung, 07 Oktober 2025)
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sistem kerajaan setelah masa kolonial, para keturunan raja Klungkung tidak
lagi menggunakan gelar “Dewa Agung” sebagai simbol kekuasaan politik,
melainkan menggunakan gelar kebangsawanan “Tjokorda”, yang
menunjukkan status sosial mereka sebagai bagian dari lapisan bangsawan
Bali. Hubungan baik antara masyarakat Kampung Jawa dengan pihak Puri
Agung Klungkung ini mencerminkan bentuk harmonisasi sosial dan
toleransi antarumat beragama yang telah terjalin lama di wilayah tersebut.¢
4. Lokasi Tanah Wakaf
Objek tanah wakaf dalam penelitian ini berupa tanah yang terletak di barat
masjid Al-Fatah Kampung Jawa yakni di Jalan Kenanga Semarapura Kelod,
Klungkung, Bali dengan luas sebesar 26 m?. Tanah tersebut juga masih

berada di seikitar rumah-rumah masyarakat muslim Kampung Jawa.

B. Kronologi Penyerahan Wakaf dan Pandangan Stakeholder Terhadap

Penjualan Wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai pahala
yang sangat besar di sisi Allah SWT, karena kebermanfaatannya yang terus
mengalir meskipun wakif telah tiada. Selain memiliki nilai pahala ibadah bagi
orang yang mewakafkan, wakaf juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang

sangat penting bagi kemaslahatan umat, khususnya dalam mendukung kegiatan

56 I Wayan Ardika dan I Ketut Setiawan, Sejarah Bali: Dari Prasejarah Hingga Modern (Denpasar:
Udayana University Press, 2019), 145-147
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keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam
praktiknya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai
kendala yang menyebabkan potensi dari harta benda wakaf belum optimal.
Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya pemahaman
masyarakat tentang hukum dan tata cara perwakafan, lemahnya administrasi
dan pencatatan aset wakaf, serta minimnya peran nazhir dalam mengelola harta
benda wakaf. Berbagai faktor tadi dapat mengakibatkan penyalahgunaan dan
pelanggaran terhadap aturan dalam pengelolaan wakaf, seperti penjualan tanah

wakaf untuk pembangunan Gedung TPQ di Kampung Jawa Klungku, Bali.

Pada mulanya, tanah wakaf yang menjadi objek penelitian ini berasal
dari penyerahan tanah dengan sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Bapak
Syamsuddin bersama istrinya, Ibu Tri Yanti, kepada pengurus Kampung Jawa
Klungkung pada tahun 2011. Tanah tersebut diwakafkan atas nama almarhum
ayah beliau, Bapak Selamet Suwito. Penyerahan tanah dilakukan secara
langsung oleh bapak Syamsuddin kepada Almarhum Sayyid Umar Assegaf
selaku Kepala Kampung Jawa Klungkung pada saat itu. Dalam proses
penyerahan, Bapak Syamsuddin menyampaikan bahwa tanah tersebut
diwakafkan untuk kemaslahatan, yang mana pemanfaatannya diserahkan
sepenuhnya kepada pengurus Kampung Jawa selama digunakan untuk hal-hal
yang bermanfaat, kemudian pada saat itu juga disertai dengan penyerahan

sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Saat itu, Sayyid Umar Assegaf juga
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menyampaikan bahwa sertifikat tersebut nantinya akan diserahkan kepada
pihak nazhir. Hal ini disampaikan oleh pihak wakif ketika diwawancarai oleh

peneliti sebagai berikut:

“Kami mewakafkan tanah itu kepada Kampung Jawa dengan atas
nama alm bapak Selamet Suwito tahun 2011 dan waktu akad itu kami
bilang bebas dijadikan apa tanah itu yang penting maslahat dan
bermanfaat. Penyerahannya saat itu disaksikan Lek Haji Karto, terus
Abah Umar yang nerima juga bilang nanti saya serahkan ini (sertifikat)
ke nazhir’

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh pihak wakif tersebut, pihak
saksi yang turut serta menyaksikan penyerahan wakaf kepada kampung Jawa
juga menyampaikan bahwa memang pada saat itu sertifikat tanah yang
diwakafkan diterima langsung oleh kepala kampung Jawa pada masa itu dan
juga menyampaikan bahwa akan menyerahkannya kepada nazhir kampung.

Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau pada saat itu:

“Nggih nike tiang (itu saya) yang menyaksikan proses penyerahannya
dan diterima oleh Yek Umar waktu itu, sertifikatnya juga diterima kalih

yek Umar terus bilang juga nanti diserahkan ke nazhir 8

Namun, setelah penyerahan dilakukan, tanah wakaf tersebut tidak
segera dikelola atau dimanfaatkan, sehingga dalam jangka waktu yang cukup
lama kondisinya menjadi terbengkalai. Kemudian Setelah terjadi pergantian

kepengurusan Kampung Jawa, muncul aspirasi masyarakat untuk memiliki

57 Tri Yanti, wawancara, (Klungkung, 07 Oktober 2025)
58 Karto, wawancara, (Klungkung, 07 Oktober 2025)
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gedung Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang lebih layak sebagai sarana
belajar mengaji bagi anak-anak. Selama ini kegiatan TPQ masih dilaksanakan
di dalam Masjid Agung Al-Fatah, sehingga seringkali mengganggu aktivitas
ibadah utama di masjid. Menanggapi kebutuhan tersebut, pengurus Kampung
Jawa berinisiatif mewujudkan pembangunan gedung TPQ yang lebih baik dan

layak.*®

Dalam perencanaannya, pengurus berkeinginan agar gedung TPQ yang
hendak di bangun di Jalan Arjuna nanti memiliki area yang lebih luas agar dapat
membuat ruang kelas lebih banyak lagi, sehingga pihak pengurus ingin
membeli tanah yang berdempetan dari lokasi utama pembangunan. Namun
karena keterbatasan dana yang dimiliki, pengurus Kampung Jawa kemudian
mengadakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk menjual tanah
wakaf yang sebelumnya diserahkan oleh Bapak Syamsuddin dan Ibu Tri Yanti.
Hasil penjualan tanah wakaf tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai
pembangunan gedung TPQ sebagai sarana pendidikan di Kampung Jawa
Klungkung. Seperti yang disampaikan oleh pihak yang menjual tanah wakaf

tersebut, sebagai berikut:

“Jadi waktu itu masyarakat sangat mengahrapkan adanya gedung TPQ
karna memang jumlah santrinya juga bertambah. Nah kita sebagai
pengurus kampung waktu itu mengusahakan supaya gimana caranya
kita punya gedung TPQ sendiri. Nah kita punya tanah di jl Arjuna, tapi
ngga begitu luas akhirnya sebelum membangun kita coba nego tanah
vang disampingnya supaya nanti bisa bangun gedung agak luas. Tanah

9 Agus Jauhari, wawancara, (Klungkung, 08 Oktober 2025)
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itu mau dibeli tapi kita bisa dibilang kekurangan dana waktu itu
akhirnya kita pengurus musyawarah sampai akhirnya kita menjual
tanah yang dari Bu Yanti dan Pak Syam itu yang uangnya dipakai untuk
kepentingan TPQ itu tadi. Jadi kita bener bener mengutamakan itu aja
waktu itu tannpa mikir lain lain”%

Setelah musyawarah terkait penjualan dilakukan, pihak pengurus
kemudian bertemu dengan calon pembeli tanah tersebut yang mana pembeli
tersebut masih masyarakat muslim Kampung Jawa itu sendiri yang tinggal di

sekitar tanah tersebut. Sesuai penuturan dari kepala kampung jawa saat itu,

“Waktu mau menjual kita memang menawarkan sama tetangga di
daerah tanah tersebut, dan Bapak Gito mau membeli tanah itu 60 juta
kemudian dari penjualan itu langsung dialokasikan untuk TPQ supaya
segera selesai bangunan TPQ kita. Jadi saya gatau soal aturan yang
harus diapakan wakafnya atau gaboleh dijual dan lain sebagainya.
Bagi saya pokoknya supaya manfaat, jadi ya kita jual untuk TPQ. %

Berdasarkan wawancara tersebut, pihak yang menjual tanah wakaf
tersebut menyebut bahwa dirinya tidak mengetahui aturan terkait wakaf dan

larangan menjual aset wakaf.

Setelah pembeli melakukan transaksi pembelian tanah tersebut, pihak
kampung Jawa pun memberikan sertifikat dari tanah tersebut yang mana
sertifikat tanah tersebut masih berupa sertifikat hak milik atas nama Selamet
Suwito karna memang pihak pengurus kampung Jawa ataupun wakif belum
melaporkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/PPAIW. Pihak wakif

memandang bahwa penjualan yang terjadi merupakan urusan dari pihak

0 Agus Jauhari, wawancara, (Klungkung, 08 Oktober 2025)
61 Agus Jauhari, wawancara, (Klungkung, 08 Oktober 2025)
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kampung dan dirinya sama sekali tidak ikut campur akan hal tersebut
sebagaimana yang disampaikan wakif saat diwawancara:

“Setelah saya menyerahkan tanah tersebut, saya merasa itu sudah
bukan hak milik saya lagi. Jadi ketika notaris menghubungi untuk
penandatanganan jual beli tanah tersebut jelas saya langsung menolak.
saya jelaskan bahwa tanah itu sudah saya wakafkan tahun 2011 kepada
kampung Jawa dan yang menjual itu bukan saya. Saya iklas dan ridho

tanah itu diwakafkan tapi untuk tanda tangan jual beli saya keberatan.”
62

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa beliau ridho dan mengiklaskan
tanah tersebut sebagai wakaf untuk kampung Jawa dan membebaskan pihak
kampung Jawa dalam mengelola atau memanfaatkan tanah itu untuk
kemaslahatan umat namun beliau tetap tidak berkehendak apabila diminta
untuk tanda tangan jual beli. Kemudian sekretaris Kampung Jawa memberikan
pandangannya terhadap penjualan tanah wakaf tersebut sebagai berikut:

“Kami sebagai pihak pengurus periode ini memiliki tanggung jawab
dalam memberikan solusi dan menjaga ketentraman antar warga
Kampung Jawa sendiri. Sebenarnya semua memiliki niat yang baik,
mulai dari pihak wakif, pihak pembeli yang memberi tambahan 10 juta
dari harga awal 50 juta dan pihak yang menjual karena dialokasikan
untuk pembangunan gedung TPQ, namun memang karena ketidak
tahuan pihak ini tentang wakaf kemudian menimbulkan persoalan ini
yaitu penjualan tanah wakaf. Jadi pandangan saya dalam hal ini
pertama dibuatkan berita acaranya terlebih dahulu dan kemudian baru
kita musyawarah bersama untuk menyelesaikan ini. Secara UU
sepertinya tanah ini harus dikembalikan atau diganti. %

Dari penjelasan tersebut, pihak sekretaris akan membuatkan berita acara

terkait aset wakaf tersebut, sehingga melalui berita acara tersebut akan

62 Tri Yanti, wawancara, (Klungkung, 07 Oktober 2025)
83 Sukiyono, wawancara, (Klungkung, 07 Oktober 2025)
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memberikan kejelasan terhadap aset wakaf berupa tanah itu dan kemudian
dijadikan acuan dalam mencari solusi guna memecahkan masalah ini dengan
bermusyawarah bersama. Pihak nazhir kampung Jawa menyebutkan bahwa
tanah tersebut belum menjadi wakaf secara hukum berdasarkan Undang-
undang sebagaimana penyampaian beliau ketika diwawancara:

“Secara hukum itu belum wakaf karna sampai sekarang pun tidak ada
akta ikrar wakafnya. Soal penjualan itu tidak salah secara administrasi, karna
tanah itu belum punya sertifikat wakaf. Tapi secara syar’i itu sudah wakaf dan
penjualan itu juga salah. Adapun langkah yang sekiranya bisa diambil supaya
tidak merugikan pihak yang sekarang menempati itu, pengurus harus
mengganti uang seharga tanah itu dan kalau sudah ada bangunan diatasnya,
pengurus juga menghitung harga bangunan diatasnya. Karna sebenarnya
tanah itu bisa digunakan dari dulu seperti digunakan untuk toko, ataupun
dimanfaatkan hal lain dan nazhir yang mengelolanya. Cara lain yaitu mencari
tanah ditempat lain dan tanah tersebut yang dijadikan sebagai objek wakaf
oleh wakif dan sekaligus di ikrar wakafkan karna tanah yang sebelumnya juga
belum diikrarkan. %*

Kemudian kepala Kantor Urusan Agama juga memberikan pendapatnya

terhadap penjualan wakaf, sebagaimana ketika diwawancara:

“Sebenarnya alur perwakafan itu sudah diatur dalam undang-undang
41 tahun 2004 yang jelas menyebut wakaf harus diikrarkan dihadapan
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf juga menghadirkan pihak nazhir
dan saksi. Mengenai penjualan tanah wakaf, namanya tanah wakaf itu
tidak boleh dijual karna sifatnya itu harus utuh tidak boleh hilang.
Karena disana terdapat amanah dari wakif sehingga wakaf itu harus
tetap ada dan utuh serta bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah
dan kesejahteraan umat, sehingga dari situ pahala wakaf mengalir
sebagai amal jariyah bagi wakif. Menurut saya wakaf yang dijual itu
harus di kembalikan seperti semula. Dalam artian tanah itu harus
kembali dijadikan sebagai tanah wakaf, dengan membeli kembali tanah
itu dari pihak yang sudah membeli atau bisa juga dengan mencarikan
ganti dari tanah tersebut. Sebenarnya hal ini dipertanyakan nazhirnya

¢ Muhammad Chairun, wawancara, (Klungkung, 08 Oktober 2025)
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gimana, karena itu menjadi tanggung jawab nazhir dalam menjaga
tanah tersebut. Jadi tanah wakaf itu harus segera di ikrarkan agar
mendapat perlindungan hukum. "

Selain pihak Kepala Kantor Urusan Agama, pihak Badan Wakaf
Indonesia juga memberikan pandangan beliau terkait wakaf di Kabupaten
Klungkung yang mana beliau menyebutkan bahwa aset wakaf yang ada di
Klungkung masih belum tertata dengan baik. Hal tersebut berdasarkan data
yang dimiliki bahwa aset wakaf berupa tanah yang sudah bersertifikat wakaf
hanya 26 padahal dalam realita di lapangan lebih dari itu.%® Terkait penjualan

wakaf, Ketua BWI Kabupaten Klungkung menjelaskan bahwa:

“Penjualan tanah wakaf itu tidak diperbolehkan. Dengan alasan
apapun tidak boleh. Meski dikatakan untuk kepentingan masyarakat
seperti TPQ, madrasah atau pondok. Wakaf itu harus dijalankan sesuai
dengan apa yang di sampaikan oleh wakif saat berikrar. Ini bukan
hanya berdasarkan aturan hukum di Indonesia, tapi dalil dalam Al-
qur’an dan Hadits wakafitu tidak bisa diperjual belikan. Menurut saya,
langkah dalam persoalan penjualan wakaf ini hanya berupa
penyelamatan secara moral atau sosial saja, yaitu dengan mengganti
wakaf tersebut yang nantinya kembali disesuaikan dengan ikrar yang
diucapkan wakif di awal, sehingga masyarakatdapat melihat barang
atau aset wakaf tersebut. %’

65 Wahidullah, wawancara, (Klungkung, 09 Oktober 2025)
% Anang Nasrun, wawancara, (Klungkung, 09 Oktober 2025)
7 Anang Nasrun, wawancara, (Klungkung, 09 Oktober 2025)
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C. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkait
Penjualan Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf dalam Pandangan Stakeholder

di Kampung Jawa Klungkung, Bali

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, wakaf memiliki kedudukan
sebagai perbuatan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada ketentuan syariat
Islam, tetapi juga diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan
bentuk komitmen negara dalam melindungi, mengatur, dan menjamin
keberlanjutan harta benda wakaf agar manfaatnya bagi umat dapat terus terjaga.
Oleh karena itu, pelaksanaan wakaf di Indonesia tidak hanya menuntut
pemenuhan syarat keagamaan semata, tetapi juga harus mematuhi mekanisme
administratif yang ditetapkan negara untuk memperoleh kepastian dan

perlindungan hukum.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya,
penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa Klungkung ini belum sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Pertama dalam proses penyerahan tanah wakaf
tersebut tidak diterima secara langsung oleh nazhir dan juga tidak dihadapan
PPAIW. Kedua, tanah wakaf tersebut tidak pernah dikelola dan diambil
manfaatnya untuk kemaslahatan umat muslim Kampung Jawa sebagaimana
amanah wakif ketika akad penyerahan tanah tersebut. Ketiga Keputusan yang

diambil pengurus Kampung Jawa untuk menjual tanah wakaf tersebut untuk
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kepentingan pembangunan Gedung TPQ. Keempat, setelah tanah wakaf
tersebut terjual, muncul permasalahan baru ketika pihak pembeli berkehendak
untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah. Namun, hal tersebut tidak
dapat dilaksanakan karena meskipun secara administratif tanah tersebut masih
terdaftar sebagai sertifikat hak milik, secara substansial tanah tersebut telah
diwakafkan oleh pemilik sebelumnya sehingga statusnya tidak lagi murni
sebagai hak milik pribadi dan pihak wakif ketika di hubungi Notaris/PPAT
untuk tanda tangan juga tidak berkenan karna sudah mewakafkan tanah tersebut

sehingga merasa tidak memiliki hak apapun lagi atas tanah tersebut.

Dalam konteks kasus penjualan tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf di
Kampung Jawa Klungkung, permasalahan utama bermula dari proses
penyerahan wakaf yang hanya dilakukan secara lisan tanpa dihadiri oleh
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Berdasarkan ketentuan Pasal 17
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan terkait

ikrar wakaf yang berbunyi:

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.
(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan

dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW .58

%8 Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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Dengan demikian, ikrar wakaf yang dilakukan hanya secara lisan tanpa
dihadapan PPAIW tidak memenuhi ketentuan hukum formal sebagaimana
diatur dalam undang-undang. Akibatnya, tanah yang telah diikrarkan tersebut
tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf dan tidak terdaftar secara resmi, sehingga
secara administratif tanah tersebut masih berstatus hak milik. Kondisi ini
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, termasuk penjualan, meskipun

secara substansi tanah tersebut telah diniatkan sebagai wakaf.

Selain itu, dalam mekanisme pengelolaan harta benda wakaf, Undang-
undang Nomor 41 Tahun 2004 juga mengatur secara tegas mengenai tugas dan

tanggung jawab nazhir dalam Pasal 11, yang berbunyi:

Nazhir memunyai tugas:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukannya

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.®

Dalam kasus Kampung Jawa, ketidak berfungsian nazhir dalam
menjalankan tugas-tugas tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan

terjadinya penjualan tanah wakaf. Nazhir seharusnya memastikan bahwa harta

% Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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wakaf teradministrasi dengan baik, dikelola dan dilindungi agar tidak
disalahgunakan atau dialihkan kepemilikannya. Ketiadaan pengawasan dan
administrasi formal oleh nazhir memperlemah perlindungan hukum terhadap
harta wakaf dan menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip dasar
perwakafan sebagaimana penjualan yang terjadi di Kampung Jawa yang
semestinya dapat dicegah oleh nazhir karena merupakan bagian dari tugasnya

dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Terkait tindakan penjualan tanah wakaf tersebut, Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 secara tegas melarang adanya peralihan atau pengalihan
hak atas harta benda wakaf sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 40 yang

berbunyi:

Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

a. dijadikan jaminan
b. disita
c. dihibahkan
d. dijual
diwariskan

f. ditukar, atau

g. dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.”
Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa harta benda wakaf bersifat

tetap, sehingga tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dalam

70 Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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bentuk apa pun. Larangan ini bertujuan menjaga keutuhan, fungsi, dan manfaat
harta wakaf agar tetap digunakan sesuai dengan tujuan wakif dan tidak beralih
kepada kepentingan lain di luar peruntukan wakaf. Dengan demikian, tindakan
menjual tanah wakaf, sekalipun untuk kepentingan sosial seperti pembangunan
gedung Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), tidak serta merta menjadikan
sesuatu yang jelas dilarang kemudian menjadi diperbolehkan karena hal
tersebut tetap merupakan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku.
Sehingga praktik penjualan tanah wakaf untuk gedung TPQ di Kampung Jawa
Klungkung tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Namun, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 juga memberikan
pengecualian dalam kondisi tertentu sehingga harta benda wakaf dapat

dialhikan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 yang berbunyi:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f
dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan
digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum
tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas

persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
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(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan
pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar
dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang
kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”!

Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketentuan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dapat dikecualikan apabila harta benda wakaf
tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah dan tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi, pelaksanaan
pengecualian ini hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari
Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, harta benda
wakaf yang statusnya diubah wajib ditukar dengan harta lain yang nilai dan
manfaatnya sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf semula. Dalam
kasus Kampung Jawa, proses penjualan tanah wakaf dilakukan tanpa izin
tertulis dari Menteri dan tanpa adanya proses tukar guling sebagaimana
dipersyaratkan dalam Pasal 41. Dengan demikian, tindakan tersebut
bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak sah menurut Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

! Pasal 41 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menetapkan
sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan harta benda

wakaf. Dalam Pasal 67 disebutkan bahwa:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan,
menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak
lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda
wakaf yang telah diwakatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

(2) ) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta
benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil
fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
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tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah).”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap pengelolaan
wakaf tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga termasuk
dalam kategori tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius. Oleh
karena itu, tindakan penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum wakaf yang berlaku, dan
pihak-pihak yang terlibat berpotensi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

pidana tersebut apabila kasus ini dilaporkan dan diproses secara hukum.

Dari keseluruhan peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa
persoalan penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa Klungkung pada dasarnya
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum wakaf sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Proses perwakafan
yang tidak dilakukan di hadapan PPAIW, tidak adanya akta ikrar wakaf, serta
lemahnya pengawasan dan administrasi dari pihak nazhir, menjadi akar
permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum tersebut.
Terlepas dari tujuan penjualan yang bermaksud baik, yakni untuk

pembangunan gedung TPQ sebagai sarana pendidikan keagamaan, tindakan

72 Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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tersebut tetap melanggar prinsip dasar wakaf karena dilakukan tanpa

mekanisme peralihan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun penyelesaian atas persoalan ini telah diarahkan melalui
mekanisme musyawarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah
untuk mencapai mufakat

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase,

atau pengadilan.”

Dengan Berdasarkan pasal diatas, penyelesaian sengketa perwakafan
terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan apabila musyawarah
tidak berhasil maka dilakukan upaya mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dalam
kasus Penjualan Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf Untuk Biaya
Pembangunan Gedung TPQ di Kampung Jawa ini telah dimulai dengan

musyawarah yang sampai saat ini masih terus berlangsung.

Secara garis besar, praktik perwakafan di Kampung Jawa Klungkung
menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan wakaf di

masyarakat dengan ketentuan formal yang diatur dalam Undang-undang

73 Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap aturan hukum, lemahnya administrasi wakaf, dan ketidakhadiran
pengawasan dari nazhir menjadi tantangan utama dalam menjaga amanah wakif

agar tetap sesuai dengan peruntukan dan nilai-nilai syariat serta hukum positif

Indonesia.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dari penelitian yang telah dilakukan terkait
Penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan Stakeholder Analisis
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kampung Jawa

Klungkung, maka dapat disimpulkan:

1. Pandangan Stakeholder terhadap penjualan tanah wakaf tanpa akta ikrar
wakaf di Kampung Jawa Klungkung menunjukkan bahwa masyarakat
memahami wakaf sebagai bentuk amal jariyah yang seharusnya dijaga
kebermanfaatannya untuk kepentingan umat. Masyarakat menilai bahwa
tindakan penjualan tanah wakaf, meskipun dimaksudkan untuk kepentingan
sosial seperti pembangunan gedung TPQ, tetap tidak dibenarkan karena
bertentangan dengan prinsip dasar wakaf yang bersifat kekal dan tidak
dapat dialihkan. Masyarakat juga memandang bahwa pengelolaan wakaf di
Kampung Jawa selama ini masih lemah dalam aspek administrasi dan
pemahaman hukum, terutama karena wakaf tersebut belum memiliki akta
ikrar wakaf (AIW) yang sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(PPAIW).

67
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2. Berdasarkan analisis undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf,

penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa Klungkung tidak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Dalam undang-undang ditegaskan bahwa
setiap perbuatan hukum yang mengalihkan harta benda wakaf, baik melalui
penjualan, hibah, pewarisan, maupun bentuk pengalihan lainnya,
merupakan pelanggaran. Proses penyerahan wakaf yang dilakukan tanpa
dihadapan PPAIW sebagaimana diatur dalam pasal 17 menyebabkan wakaf
tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administrasi, meskipun secara niat
dan tujuan telah terjadi penyerahan secara lisan. Selain itu, pengawasan dan
pengadministrasian yang seharusnya menjadi tanggung jawab nazhir
sebagaimana tercantum dalam pasal 11 juga tidak dilaksanakan dengan

baik, sehingga memunculkan celah terjadinya pelanggaran hukum wakaf.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan terkait Penjualan

Wakaf dalam Pandangan Stakeholder Analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun

2004 Tentang Wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali, peneliti memberikan

saran sebagai berikut:

1.

Untuk Masyarakat muslim Bali dalam hal ini pihak wakif, nazhir dan
pengurus kampung lain yang terlibat ketika proses penyerahan dan
penjualan tanah wakaf hendaknya memahami terlebih dahulu terkait

perwakafan mulai dari penyerahan dan pengelolaan wakaf berdasarkan
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aturan perwakafan yang berlaku baik itu secara aturan syar’i maupun
hukum positif di Indonesia. Kemudian untuk pihak Kantor Urusan Agama
dan Badan Wakaf Indonesia agar terus meningkatkan koordinasi kepada
para nazhir sehingga proses pengarahan, pengawasan dan pelaporan antara
pihak nazir dengan KUA dan BWI dapat berjalan maksimal yang nanti
berdampak positif pada pemaksimalan aset wakaf yang ada.

. Untuk masyarakat secara luas agar meningkatkan pemahaman tentang
hukum wakaf sehingga ketika hendak berwakaf ataupun terdapat aset wakaf
yang ada, dapat terjamin keberadaannya untuk kemudian dimanfaatkan
sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut.

. Untuk Mahasiswa atau peneliti, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang sangat penting dalam mendalami persoalan dan hukum
wakaf, karena melalui pemahaman yang baik, mahasiswa dapat meberi
edukasi pada masyarakat luas terkait wakaf dan memberikan kontribusi

besar dalam mengoptimalkan potensi wakaf yang ada.
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Lampiran 4. Data Kampung Jawa

Berkas Data Kampung Jawa
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Lampiran 5. Berkas Undang-Undang

Lampiran Undang-undang yang dikutip

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1.

‘Wakaf adalah perbuatan hukum  wakif untuk  memisahian

secara Msan dan/fatau tulisan kepada Mazhir untuk mewakafian
harta benda mitiknya.

. Mazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf darl ‘Wakif

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

. Harta Benda Wakal adalah harta benda yang memiliki daya tahan

lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyal nilai
akanomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

. Pejabat Pembuat Akta krar Wakaf, selanjutnya disingkat PRANY,

adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk
membuat akta ikrar wakaf .

Pasal 1

Pasal 11

Hazhir mempunyal tugas

a. melabukan pengadminttrasian harta benda wakaf,

b mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuail dengan
tupuan, fungsl, dan peruntukannya;

€. mengawasl dan melindungl harta benda wakaf |

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakal Indonesia.

Pasal 11

Baglan Ketiga
Unsur Wakaf

Pasal 6
Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagail berikut @
a. Wakif,
b. Nazhir;
€. Harta Benda Wakaf,
d. Wrar Wakaf,
e. peruntukan harta benda wakaf,
f.

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda millnya untuk Jangka waktu wakaf.
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesual
dengan  kepentingannya guna keperluan fbadah dan/atau Bigiin i
kesejahteraan umum menunut syariah, Wakif
Pasal 7
. ‘Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda mili&nya. Wakif metiput! ¢
krar ‘Wakaf adalah pemyataan kehendak wakif yang diucapkan a. perseorangan;
b. argankasi;

€. badan hukum.

Pasal 8

(1) Wakif persearangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan |
a. dewasa;
b. berakal sehat;
C. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
hanya dapat melakukan wakal apabila memenuhi ketentuan
argantsasi untuk mewakafkan harta benda wakal milk organisasi
sesual dengan anggaran dasar og yang bers

Pasal 6-8

Pazal 16

1) Har ta benda wabcal terdiri dari ¢

a
b

12} B

. benda tidsk bergeral; dan
. benda bergerak.,

enda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) bunf a

mediputi:

hak atas tansh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

wndangan yang berlshu baik yang sudsh maupun yang belum

tardaftar;

. Bargunan atsu hagisn bangunan yang berdini di atas tansh
sabagaimana dimaksud pads huruf a;

. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tansh;

. hak il atss satuan rumsh susun sesusi dengan ketentuan
paraturan parundang-undangan yang barkskou;

. banda tidak barger sl lain s2susi dengan ketertuan syarish dan

peraturan perundang-undangan yang barisku.

Pasal 16



13 Benda bergerak sshagaimana dimabsud pads ayat (1) huf b
adalsh harta benda yang tidak bia habi harema dikorsumsi,
mtiputi :

& uang;

b. bogan mulia;

. siratberhargs;

d. hendar san;

. bk atas kebaysan intelekiual;

f. hak sewa; dan

. benda bergeral Lain sesusi dengan ketent usn syarish dan

w

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bagian Ketujuh
lkrar Wakaf

Pasal 17
|1} Brar wakal dilshsanshen oleh Wakil kepada Hador di hadapan
PPAM derman disshsian oleh I |dus) orang sshsi.
|2} Brar Wakial sebagaimana dimsbsud pada ayat (1) dinyatskan
secara lisan dan/atsu tulisan serta dituanghan dalam akts dear
wiskiaf oleh PRARY.

Pasal 16-17

BAB IV
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WA KAF
Pasal 40
Harts berkla wakafl yang sudsh d teshaflan dilarang

a. dijadiban jaminen;

disita;

c. dibibahkan;
d. dijust;

&, diwarisan;
f

g

4

. ditubiar ; stau
. clistibian dlalam Bt peng st an hal Linegs.

[Pasal 41

11} Betentuan sebagaimans  dimabsud dastem Pasal 40 huuf f
dilecualiian apshila harta benda wakal yang telsh diwskafian
digunakan untul kepentingan umum ssusi dengan rencana umum
tata ruang (RUTR) berdasarkan hetentuan persturan perundang-
wundangan yang berlshy dan tidsk berten tangan dengan syarish,

|2} Palshsansan ketentusn sshagaimana dimabsud psds ayat (1)
harya depat ditshuken setelsh memperoleh in tertuls dar
Mt e stas parsstujusn Badan Waka f indonesia,

13} Harta benda wakial yang sudsh diubah statusnys karena ketentuan
pergecustian sehagaimans dimaksud pada ayat (1) wajl ditukar
dergen harta benda yarg manfsst dan rilai tukar selurang-
o arerTys sama dengan harts berdds wakaf semuts,

[4) Betentuan ...

Pasal 40-41
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BAB W
PEMDAFTARAN DAN PENGLMUMAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 32

PPAMY atas nama Machic mendaftarkan harta benda wakal kepsda
Instansi yang bersenang paling bambat 7 (tujubh | hari kerja sejak sots
forar waliaf ditandatangami.

Pasal 32

BAE Vil
PENYELESALAN SENGRETA
Pazal 62
|1} Perpelesaian sengheta perwshafan ditempuh melslui musyawarah
unbuk mencapai mu fakat.
12} Apshils parpelessisn senghets sehsgaimans dimsbsud pads syst (1)
tidak berhasil, sergheta dapat  diselessikan melslui medissi,
arbitraze, sta pengadilan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA DAN SANKS AD MINGTRATIF
Bagian Pertama
Ketentuan Pidana
Passl 67
{1} Setiap orang yarm derman sengaja menjamickan, menghiabian,

menjual, mewas ian, mengslikan dafam bentuk pengatian hak
laimya harts bends wakaf yang telsh diwakafien sshagaimana
dimaksud delam Pasal 40 atau tarpa izin merubar harta benda
wabial yarg telah diwskafin sehagsimans dimahsud datam Passl
41, dipidana dengan pidana penjara pating lama 5 (tima) tahun
danfateu pidana denda palig banyak Rp 500.000.000,00 flima
ratus juta nugish).

12} Setiap ...

Pasal 62-67
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Nama
NIM
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Alamat
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DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN:

: Irwan Agustian Mustofa
220201110070
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: JL. Puputan Gang 21 No.5

Semarapura Klod Kangin Kecamatan
Klungkung Kabupaten Klungkung,Bali

: 0895346371586

: agusmustofal231@gmail.com

No Pejrlelgg?lfan Nama Sekolah Periode
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